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Abstrak 
Pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut Undang-Undang Pokok 
Agraria(UUPA). Dan dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka yang 
didaftarkan tersebut memiliki hak milik secara sah sesuai dengan kedudukan 
hukum dan tanah yang memiliki kedudukan hukum tersebut biasanya diatas 
namakan atas satu nama seseorang yang memiliki hak milik atas nama tersebut. 
Untuk golongan masyarakat ekonomi lemah, ada pogram PRONA. PRONA 
adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibidang 
pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, 
yang berupa persertifikatan tanah secara masal dalam rangka membantu 
masyarakat golongan ekonomi lemah. Namun dalam prakteknya peserta PRONA 
kebanyakan adalah masyarakat menengah keatas, karena golongan masyarakat 
ekonomi lemah masih keberatan membayar biaya administrasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris 
yang dianalisa secara kualitatif dengan penalaran induktif. Hasil dari analisis 
tersebut kemudian disajikan secara diskriptif karena bermaksud untuk 
menjelaskan secara rinci fenomena yang ada mengenai pelaksanaan dan kendala 
pogram proyek operasi nasional agraria. 
Kata kunci: Pendaftaran tanah, PRONA, Ekonomi lemah 
Abstract 
Land Registration in Law Number 5 Year 1960 on Basic Regulation of Agrarian 
Principles or so-called Basic Agrarian Law (UUPA). And with the registration of 
land that has been done which has its own right with legal status and land which 
has such legal status usually on behalf of someone who has property right on 
behalf of it. For the weak economic community, there is the PRONA program. 
PRONA is all activities organized by the government in the field of land with 
customs in the field of land registration, which is a mass land certification in order 
to help the weak economic class. In practice, however, PRONA participants are 
residents of the community, because the economic community still uses 
administrative costs. This research is a legal research conducted by Juridical 
Empirical approach which is analyzed qualitatively with inductive reasoning. The 
result of the process is then descripted by mistake to explain precisely the 
phenomenon that exists for the implementation of the national agrarian project. 
 





Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 
3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita 
ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam 




Dengan demikian diperlukan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan 
diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah   
tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang 
mempunyai dan beban-beban apa yang ada di atasnya.
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Pendaftaran tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi 
pemerintah maupun pemegang hak atas tanah.
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Atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPA yang berbunyi sebagai 
berikut: “Pendaftaran tanah diselenggaralan dengan mengingat keadaan negara 
dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria”. 
Pasal 12 ayat (1) No. 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agraria tentang 
Proyek operasi Nasional Agraria (PRONA) menetapkan bahwa pembiayaan 
Prona bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara(APBN). 
Sudah dijelaskan pada Pasal diatas bahwa pembiayaan Prona bersumber dari 
APBN  akan tetapi jika dilihat dari kenyataan atau fakta yang sebenarnya 
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Prona tidak sepenuhnya di bebankan pada APBN banyak masyarakat yang 
dipungut biaya untuk memenuhi pembiyaan pembuatan sertifikat. Maka hal 
ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) No. 4 Tahun 2015 Peraturan 
Menteri Agraria tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang 
berbunyi “. 
Dalam hal ini maka terlihat kesenjangan yang ditimbulkan akibat dari 
ketidaksesuaian antara UU dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan , 
maka dalam hal ini prona yang betujuan untuk membantu masyarakat kurang 
mampu tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang 
ada, bahkan sama saja membuat beban untuk masyarakat kurang mampu 
tersebut karena harus tetap mengeluarkan rupiah untuk membuat sertifikat. 
Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria 
(Prona), dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Pembentukan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah merupakan salah 
satu upaya dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap. 
MPR No.IV/MPR/1978) dan Catur Tertib di bidang pertanahan 
sebagaimana digariskan dalam Repelita III. Tujuan Prona adalah untuk 
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, 
sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial 
politik serta pembangunan di bidang Ekonomi. 
2. Tugas Prona adalah : 
a. Melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara masal di 
Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan 
dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat, terutama dalam 
rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan Landreform. 
b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah 




                                                             
4
 Djoko Prakoso & Budiman Adi Purwanto, 1985, Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan 
Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 67-68 
4 
Dalam Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang prona tersebut 
juga menetapkan bahwa prona ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 
terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dan semua biaya yang diperlukan 
untuk pelaksanaan prona dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat 
Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landreform. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas 
menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5-nya yaitu Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1)-nya 
ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, 
tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Kabupaten/Kota.
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Desa Ngelang Kabupaten Magetan memanfaatkan prona ini untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat, ditujukan 
kepada masyarakat yang berekonomi lemah untuk membantu memberikan 
keringanan dengan cara memberikan biaya bebas / gratis yang ditanggung 
oleh APBN untuk membiayai proses sertifikasi surat tanah yang dimiliki oleh 
masyarakat yang berekonomi lemah . akan tetapi kenyataan yang didapatan 
dari Desa Ngelang Kabupaten Magetan, Prona ini tidak sepenuhnya berjalan 
dengan baik karena di Desa Ngelang Kabupaten Magetan masyarakat sekitar 
dikenakan biaya untuk prona . maka hal ini terjadi kesenjangan dengan Pasal 
12 ayat (3) No. 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agraria tentang Proyek 
Operasi Nasional Agraria (PRONA).  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan dan apakah kendala dalam 
pelaksanaan Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan? 
Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mendisikripsikan 
sudah baik atau tidaknya pelaksanaan Prona di  Desa Ngelang Kabupaten 
Magetan dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Prona di Desa 
Ngelang Kabupaten Magetan. 
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2. METODE 
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam peneltian ini penulis 
melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, 
untuk mengumpulkan, membaca, mempelajari, mengutip dari dikumen-
dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian 
dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
3.1.1 Letak Geografis  
Desa Ngelang kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan merupakan salah 
satu wilayah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi Desa 
Ngelang Kecamatan Kartoharjo kabupaten Magetan mempunyai batas sebagai 
berikut:  
a. Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun 
c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Barat 
d. Sebelah Barat  : Kecamatan Karangrejo dan Kabupaten Ngawi 
3.1.2 Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah di Desa Ngelang Kecamatan 
Kartoharjo Kabupaten Magetan. 
Desa Ngelang merupakan salah satu dari 12 ( dua belas ) Desa yang ada di 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yaitu: 
1. Desa Karangmojo 
2. Desa Jeruk 
3. Desa Jajar 
4. Desa Gunungan 
5. Desa Kartoharjo 
6. Desa Ngelang 
7. Desa Sukowidi 
8. Desa Pencol 
9. Desa Klurahan 
10. Desa Mrahu 
11. Desa Bayem Taman 
12. Desa Bayem Wetan 
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3.1.3 Luas Wilayah  di Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 
Magetan 
Luas seluruh Desa Ngelang:  ± 2,64 km2. 
 
3.2 Pelaksanaan PRONA Di Lokasi Penelitian 
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program 
Nasional Agraria (PRONA), Program Nasional Agraria yang selanjutnya disebut 
PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu 
wilayah administrasi Desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek 
Operasi Nasional Agraria (PRONA) menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 
1) Pembentukan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah merupakan salah satu 
upaya dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap. MPR 
No.IV/MPR/1978) dan Catur Tertib di bidang pertanahan sebagaimana 
digariskan dalam Repelita III. Tujuan PRONA adalah untuk menumbuhkan 
kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, sebagai usaha untuk 
berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan 
di bidang Ekonomi. 
2) Tugas PRONA adalah : 
a. Melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara masal di 
Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan 
dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat, terutama dalam rangka 
meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan Landreform. 
b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah yang 
berupa sengketa yang bersifat strategis dan menyelesaikan secara tuntas.
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Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria 
(PRONA), ruang lingkup kegiatan PRONA meliputi : 
                                                             
6
Djoko Prakoso & Budiman Adi Purwanto, 1985, Eksistensi PRONA sebagai Pelaksanaan 
Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 67-68 
7 
1) Penetapan lokasi  
2) Penyuluhan 
3) Pengumulan data/alat bukti/alas hak 
4) Pengukuran bidang tanah 
5) Pemeriksaan tanah 
6) Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat 
7) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis 
8) Penerbitan Sertifikat 
9) Penyerahan Sertifikat 
Pasal 12 ayat (1) No. 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agraria tentang 
Proyek operasi Nasional Agraria (PRONA) menetapkan bahwa pembiayaan 
PRONA bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara(APBN).  
Pasal 4 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya pendaftaran tanah. Hal ini di realisasikan 
dengan program PRONA. 
Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA menetapkan dalam 
diktum pertama bahwa membentuk Proyek Operasi Nasional Agraria dalam 
lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Diktum kedua 
menyatakan bahwa proyek tersebut dalam diktum pertama bertugas : 
1) Memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada 
program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan 
secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi 
golongan ekonomi lemah. 
2) Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat 
strategis. 
Pelaksanaan PRONA di desa Ngelang dilakukan melalu berbagai tahap, 
yaitu tahap pendaftaran dengan mengumpulkan persyaratan kepada panitia 
PRONA di lingkup desa, persyaratannya berupa : 
1) Membawa kutipan letter C.  
2) Mengisi blanko konversi yang telah tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Magetan.  
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3) Kwitansi pelunasan pembayaran PBB  
4) Surat pernyataaan bahwa tanah yang dimintakan sertifikat adalah benar benar 
milik pemohon sertifikat, yang telah dibuat oleh Kepala Desa / Kelurahan 
yang dikuatkan oleh Camat. 
5) Pernyataan dari Kepala Desa / Kelurahan bahwa tanah tersebut belum 
dipindah tangankan.  
6) Pernyataan dari Kepala Desa / Kelurahan bahwa tanah tersebut belum 
disertifikatkan.  
Tahap kedua setelah pemohon melakukan pendaftaran kepana panitia 
PRONA, panitia mengumpulkan data fisik yang terdiri dari kegiatan pengukuran 
tanah dan kemudian penerbitan surat ukur. 
Selanjutnya ialah tahap pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh panitia 
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, dilakukan oleh 5 tim. Kemudian 
keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Magetan. Tahap berikutya adalah proses sertifikasi dan 
kemudian tahap terakhirya berupa penerbitan sertifikat tanah. 
Berdasarkan analisis Penulis setelah melakukan studi kasus di lapangan, 
tahap-tahap pelaksanaan PRONA di Desa Ngelang Kabupaten Magetan telah 
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Program Nasional Agraria (PRONA). 
Kemudian mengenai biaya yang dikenakan untuk Sertifikat Tanah 
PRONA yang diatur dalam Keputusan Meneg Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya 
Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak 
Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam Pasal 
1 ayat (1) Keputusan Meneg Agraria No.4 Tahun 1995 menjelaskan bahwa 
pengadaan sertifikat masal dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan 
kepada Negara,tapi hanya sebatas membayar biaya administrasi saja. Di Desa 
Ngelang kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan  biaya pendaftaran PRONA 
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adalah sebesar Rp.400.000, merupakan biaya yang telah di sepakati oleh panitia 
PRONA dan para pemohon untuk biaya administrasi. Menurut penulis biaya 
sebesar itu merupakan biaya yang sudah selayaknya di pungut karena untuk 
keperluan administrasi, namun dikarenakan program prona ditujukan untuk 
golongan masyarakat ekonomi lemah, pungutan biaya tersebut masih memberikan 
beban bagi mereka. Namun apabila disesuaikan dengan Pasal 1 ayat (1) 
Keputusan Meneg Agraria No.4 Tahun 1995 pelaksanaan PRONA di Desa 
Ngelang Kabupaten Magetan tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang telah 
diamanatkan oleh undang-undang. 
Namun mengenai ketentuan Diktum kedua Kepmendagri Nomor 189 
Tahun 1981 tentang PRONA yang menyatakan bahwa proyek tersebut dalam 
diktum pertama bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai 
perwujudan daripada program catur tertib di bidang pertanahan yang 
pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan 
masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah jelas tidak sesuai dengan 
pelaksanaan PRONA di Desa Ngelang Kabupaten Magetan, karena dari 166 
peserta PRONA hanya 3 yang merupakan golongan ekonomi lemah berdasarkan 
data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Desa Ngelang Kabupaten 
Magetan. 
 
3.3 Kendala Pelaksanaan PRONA Di Lokasi Penelitian 
Kendala berdasarkan analisis Penulis adalah sebagai berikut : 
1) Bahwa kurangnya komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan 
panitia di Desa mengenai program PRONA, sehingga pihak Desa kurang 
waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut 
berakibat tidak semua lapisan masyarakat mengatahui program tersebut. 
2) Pemohon tidak melampirkan persyaratan secara lengkap, sehingga panitia 
harus menunggu pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya dalam 
memproses sertifikat. Mengakibatkan pula keterlambatan penerbitan sertifikat. 
3) Masalah biaya prona, pengurusan sertifikat melalui PRONA masih memungut 
biaya administrasi kepada pemohon. Pemungutan tersebut masih memberikan 
beban kepada golongan masyarakat ekonomi lemah.  
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Masalah yang menarik bagi Penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai 
kriteria subyek PRONA dalam norma. Kriteria subyek PRONA dalam norma 
adalah golongan masyarakat ekonomi lemah. Namun dalam prakteknya peserta 
PRONA kebanyakan merupakan masyarakat menengah keatas, dari 166 peserta 
PRONA hanya 3 peserta dari golongan ekonomi lemah. 
Kebanyakan masyarakat ekonomi lemah merasa keberatan mengenai 
pembiayaan administrasi yang ditentukan oleh panitia, karena sebagian 
masyarakat desa Ngelang berprofesi sebagai buruh tani yang mempunyai 
penhasilan yang pas-pasan. Hal tersebut menurut Penulis merupakan sebuah 
masalah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dan analisa yang telah Penulis lakukan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) Pelaksanaan Program Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan 
dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : persiapan yang terdiri dari 
kegiatan koordinasi dan penyuluhan, pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan 
pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, 
keputusan pemberian hak atas tanah, kemudian sertifikat dan penyerahan. 
Pelaksanaan Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan yang di teliti oleh 
Penulis telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 
Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). 
2) Kendala Pelaksanaan Program Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan 
a. Tidak terlaksananya sosialisasi 
b. Masalah keterlambatan pengurusan sertifikat 
c. Persyaratan peserta PRONA yang kurang lengkap sehingga menunda 
petugas untuk menyelesaikan pekerjaannya. 
d. Biaya pendanaan 
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e. Tidak sesuai sasaran, karena masyarakat ekonomi lemah masih terbebani 
dengan biaya administrasi 
4.2 Saran 
Saran-saran yang dapat Penulis sampaikan berdasarkan penelitian ini 
adalah sebagai berikut :   
1) Dalam rangka  meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Prona oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan disarankan agar para Kepala Seksi 
yang berhubungan dengan pelaksanaan program Prona lebih meningkatkan 
koordinasi sehingga mengurangi lambannya kinerja Kantor Pertanahan 
kabupaten Magetan.  
2) Perlu dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif terhadap warga masyarakat 
calon peserta Prona agar mengurangi perbedaan persepsi mengenai maksud 
dan tujuan Prona, manfaat pemilikan sertifikat bagi masyarakat serta 
mengurangi kesalahan-kesalahan dalam bidang teknis yang mengakibatkan 
sertifikat menjadi  terlambat diproses atau tertinggal dari proses sertifikat yang 
sudah lengkap persyaratannya. 
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